
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.181, 2023 KEMENHUB. Kriteria Klasifikasi Organisasi. Balai 

Pengelola Transportasi Darat.  

 
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

     NOMOR PM 5 TAHUN 2023 

TENTANG 

KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI 
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang : a.  bahwa sebagai dasar dalam penentuan kelas pada Balai 

 Pengelola Transportasi Darat yang objektif dan terukur, 
 perlu menyusun kriteria klasifikasi organisasi Balai 

 Pengelola Transportasi Darat; 

  b. bahwa penyusunan kriteria klasifikasi organisasi Balai 

 Pengelola Transportasi Darat telah mendapatkan 
 persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

 Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor 

 B/1164/M.KT.01/2022 tanggal 21 Oktober 2022 hal 
 Penataan Organisasi dan Tata Kerja Balai 

 Pengelola Transportasi Darat; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
 dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

 Menteri Perhubungan tentang Kriteria Klasifikasi 

 Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat; 
    

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4849); 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33); 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman 
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Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan 
Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 106 Tahun 

2017 tentang Pedoman Penataan dan Evaluasi Organisasi 
di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1439); 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 815); 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KRITERIA 
KLASIFIKASI ORGANISASI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI 

DARAT. 

 

BAB I  
KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI 

 

Pasal 1  
(1) Balai Pengelola Transportasi Darat merupakan unit 

pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 

(2) Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan 
kriteria klasifikasi organisasi. 

 

Pasal 2  

(1) Kriteria klasifikasi organisasi Balai Pengelola Transportasi 
Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) 

berupa penilaian terhadap seluruh unsur yang 

berpengaruh pada beban kerja organisasi Balai Pengelola 
Transportasi Darat. 

(2) Kriteria klasifikasi organisasi Balai Pengelola Transportasi 

Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
berdasarkan: 

a. unsur pokok; dan  

b. unsur penunjang. 
 

Pasal 3  

Unsur pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

huruf a, merupakan data dan informasi yang terkait langsung 
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola 

Transportasi Darat yang terdiri atas: 

a. Terminal Penumpang Tipe A, meliputi: 
1. volume bus masuk, merupakan jumlah bus yang 

masuk ke dalam terminal per tahun; 

2. volume bus keluar, merupakan jumlah bus yang 
keluar dari terminal per tahun; 

3. volume penumpang naik, merupakan jumlah 

penumpang naik bus di terminal per tahun; 
4. volume penumpang turun, merupakan jumlah 

penumpang turun dari bus per tahun; dan 

5. jumlah trayek, merupakan jumlah trayek pelayanan 
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angkutan antarkota antarprovinsi/antarkota dalam 
provinsi/Angkutan Perkotaan/Angkutan Pedesaan 

yang menggunakan terminal. 

b. Terminal Barang, meliputi: 
1. volume mobil barang masuk, merupakan jumlah 

mobil angkutan barang yang masuk ke dalam 

terminal/simpul angkutan barang per tahun; 
2. volume mobil barang keluar, merupakan jumlah 

mobil angkutan barang yang keluar dari 

terminal/simpul angkutan barang per tahun; 
3. volume muatan dibongkar, merupakan jumlah 

muatan mobil angkutan barang yang 

dibongkar/diturunkan per tahun; 
4. volume muatan dimuat, merupakan jumlah muatan 

mobil angkutan barang yang dimuat per tahun; dan 

5. jenis muatan yang dibongkar dan dimuat, merupakan 

jumlah dari jenis-jenis muatan/komoditas mobil 
angkutan barang yang dibongkar dan dimuat per 

tahun. 

c. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, 
meliputi: 

1. volume lalu lintas harian rata-rata kendaraan 

angkutan barang, merupakan jumlah kendaraan 
angkutan barang yang melintas di depan Unit 

Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor dua 

arah per tahun; 
2. volume kendaraan masuk Unit Pelaksana 

Penimbangan Kendaraan Bermotor, merupakan 

jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk ke 

dalam Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan 
Bermotor per tahun; 

3. jumlah pelanggaran, merupakan jumlah kendaraan 

angkutan barang yang melakukan pelanggaran 
muatan berdasarkan pemeriksaan di Unit Pelaksana 

Penimbangan Kendaraan Bermotor per tahun; 

4. jumlah penindakan pelanggaran, merupakan jumlah 
kendaraan angkutan barang yang melakukan 

pelanggaran yang dilakukan penindakan/ tilang di 

Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor 
per tahun; dan 

5. jumlah komoditi yang sering melanggar, merupakan 

jumlah dari jenis komoditas yang sering ditemui 

melanggar ketentuan muatan di Unit Pelaksana 
Penimbangan Kendaraan Bermotor per tahun. 

d. Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, meliputi: 

1. volume kunjungan kapal, merupakan jumlah kapal 
yang berlabuh melakukan aktifitas angkutan pada 

Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dalam 

kurun waktu 1 (satu) tahun; 
2. jumlah lintasan yang dilayani, merupakan jumlah 

lintasan/trayek angkutan sungai, danau, dan 

penyeberangan yang dilayani pelabuhan dalam kurun 
waktu 1 (satu) tahun; 

3. volume arus penumpang, merupakan jumlah 

penumpang yang melakukan aktifitas perjalanan 
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menggunakan layanan angkutan sungai, danau, dan 
penyeberangan pada pelabuhan dalam kurun waktu 

1 (satu) tahun; 

4. volume arus kendaraan, merupakan jumlah 
kendaraan yang menggunakan layanan angkutan 

sungai, danau, dan penyeberangan pada pelabuhan 

dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan 
5. volume barang yang dibongkar dan dimuat, 

merupakan jumlah volume barang yang dibongkar 

dan dimuat dari dan ke angkutan sungai, danau, dan 
penyeberangan pada seluruh pelabuhan dalam kurun 

waktu 1 (satu) tahun. 

e. kalibrasi peralatan pengujian berkala, meliputi: 
1. jumlah peralatan pengujian berkala yang dikalibrasi 

pada Unit Pengujian Berkala Dinas Perhubungan 

Kabupaten/Kota, merupakan persentase peralatan 

pengujian berkala yang dikalibrasi pada Unit 
Pengujian Berkala Dinas Perhubungan 

Kabupaten/Kota per tahun; dan 

2. jumlah kendaraan yang diuji berkala pada Unit 
Pengujian Berkala Dinas Perhubungan 

Kabupaten/Kota, merupakan persentase  kendaraan 

yang diuji berkala pada Unit Pengujian Berkala Dinas 
Perhubungan Kabupaten/Kota per tahun. 

f. Pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, 

merupakan jumlah berita acara pemeriksaan fisik rancang 
bangun kendaraan bermotor per tahun. 

g. Manajemen dan rekayasa lalu lintas, meliputi: 

1. panjang jalan nasional, merupakan panjang jalan 

nasional yang dihitung dengan satuan kilometer;  
2. jumlah rambu lalu lintas terpasang, merupakan 

jumlah rambu lalu lintas yang terpasang pada jalan 

nasional;  
3. panjang marka jalan terpasang, merupakan total 

panjang marka jalan pada jalan nasional;  

4. panjang pagar pengaman (guardrail) terpasang, 
merupakan total panjang pagar pengaman (guardrail) 
terpasang pada jalan nasional;  

5. jumlah lampu penerangan jalan umum terpasang, 

merupakan jumlah lampu penerangan jalan umum 
terpasang pada jalan nasional;  

6. jumlah lokasi analisis dampak lalu lintas, merupakan 

jumlah lokasi dilakukannya analisis dampak lalu 
lintas pada jalan nasional per tahun; dan 

7. volume lalu lintas pada ruas jalan nasional, 

merupakan jumlah volume lalu lintas kendaraan 
bermotor pada ruas jalan nasional per tahun. 

h. Peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas angkutan 

jalan, meliputi: 
1. jumlah Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan 

Kabupaten/ Kota yang dibentuk; dan 

2. jumlah lokasi rawan kecelakaan yang ditangani, 

merupakan total jumlah lokasi rawan kecelakaan 
yang ditangani per tahun oleh Balai Pengelola 

Transportasi Darat. 
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i. Kesyahbandaran dan pengawasan tertib berlayar, 
meliputi: 

1. jumlah surat persetujuan berlayar yang diterbitkan, 

merupakan jumlah surat persetujuan berlayar yang 
diterbitkan per tahun; 

2. jumlah surat persetujuan olah gerak kapal yang 

diterbitkan, merupakan jumlah surat persetujuan 
olah gerak kapal yang diterbitkan per tahun; 

3. jumlah surat persetujuan perluasan daerah 

pelayaran yang diterbitkan, merupakan surat 
persetujuan perluasan daerah pelayaran yang 

diterbitkan per tahun; 

4. jumlah surat persetujuan pengelasan yang 
diterbitkan, merupakan jumlah surat persetujuan 

pengelasan yang diterbitkan per tahun; dan 

5. jumlah surat pengawasan pengisian bahan bakar 

yang diterbitkan, merupakan jumlah surat 
pengawasan pengisian bahan bakar yang diterbitkan 

per tahun. 

j. Pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan, 
pengujian berkala, dan karoseri, meliputi: 

1. jumlah Unit Pengujian Berkala Dinas Perhubungan 

Kabupaten/Kota yang terakreditasi; dan 
2. jumlah perusahaan karoseri yang memenuhi 

persyaratan sesuai ketentuan. 

k. Pengawasan angkutan lintas batas negara/antar kota 
antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan 

angkutan barang, meliputi: 

1. jumlah kendaraan pada perusahaan angkutan lintas 

batas negara/ antar kota antar provinsi, merupakan 
jumlah kendaraan milik perusahaan angkutan lintas 

batas negara/antar kota antar provinsi;  

2. jumlah trayek yang dilayani, merupakan jumlah 
trayek yang dilayani seluruh perusahaan angkutan 

lintas batas negara/ antar kota antar provinsi; 

3. jumlah kendaraan perusahaan angkutan pariwisata, 
merupakan jumlah kendaraan milik perusahaan 

angkutan pariwisata; 

4. jumlah kendaraan perusahaan angkutan antar 
jemput antar provinsi, merupakan jumlah kendaraan 

milik perusahaan angkutan antar jemput antar 

provinsi; 

5. jumlah kendaraan perusahaan angkutan taksi antar 
provinsi, merupakan jumlah kendaraan milik 

perusahaan angkutan taksi antar provinsi; dan 

6. jumlah kendaraan angkutan barang. 
l. Pengawasan tarif angkutan jalan, merupakan jumlah 

daftar tarif angkutan penumpang per trayek pada seluruh 

Terminal Penumpang Tipe A. 
m. Penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-

undangan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi jumlah 

berkas penindakan pelanggaran peraturan perundang-
undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. 
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Pasal 4  
Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(2) huruf b, merupakan data dan informasi yang terkait dengan 

pelaksanaan tugas administrasi dan/atau pendukung 
terselenggaranya tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi 

Darat, yang terdiri atas: 

a. sumber daya manusia, merupakan jumlah total sumber 
daya manusia pada Balai Pengelola Transportasi Darat, 

baik di kantor induk maupun di satuan-satuan pelayanan, 

baik pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja maupun pegawai pemerintah non pegawai 

negeri; 

b. penerimaan negara bukan pajak, merupakan jumlah total 
penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dari 

pelayanan yang diberikan oleh Balai Pengelola 

Transportasi Darat dalam waktu 1 (satu) tahun; 

c. anggaran, merupakan jumlah total anggaran yang 
tercantum pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai 

Pengelola Transportasi Darat dalam 1 (satu) tahun, 

meliputi belanja modal, belanja operasional, dan belanja 
pegawai; 

d. nilai barang milik negara/aset, merupakan total nilai 

barang milik negara/aset-aset yang berada dalam 
pengelolaan Balai Pengelola Transportasi Darat; dan 

e. penghargaan (reward) yang diperoleh, merupakan jumlah 

dokumen penghargaan (reward) yang diperoleh dari 

instansi lain di luar Kementerian Perhubungan. 
 

BAB II  

PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI 
 

Pasal 5  

Kriteria klasifikasi organisasi Balai Pengelola Transportasi 
Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberi nilai 

maksimal 100 atau bobot 100%  dengan pembagian sebagai 

berikut: 
a. unsur pokok, dengan bobot 80% (delapan puluh persen); 

dan 

b. unsur penunjang, dengan bobot 20% (dua puluh persen). 

 
Pasal 6  

Unsur pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a 

dengan rincian nilai sebagai berikut: 
a. Terminal Penumpang Tipe A, dengan nilai 5 (lima); 

b. Terminal Barang, dengan nilai 5 (lima); 

c. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, 
dengan nilai 5 (lima); 

d. pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, dengan 

nilai 20 (dua puluh); 
e. kalibrasi peralatan pengujian berkala, dengan nilai 2 

(dua); 

f. pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, 

dengan nilai 2 (dua); 
g. manajemen dan rekayasa lalu lintas, dengan nilai 7 

(tujuh); 
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h. peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan 
angkutan jalan, dengan nilai 2 (dua); 

i. kesyahbandaran dan pengawasan tertib berlayar, dengan 

nilai 20 (dua puluh); 
j. pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan, 

pengujian berkala dan perusahaan karoseri, dengan nilai 

2 (dua); 
k. pengawasan angkutan lintas batas negara/antarkota 

antarprovinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan 

angkutan barang, dengan nilai 6 (enam); 
l. pengawasan tarif angkutan jalan, dengan nilai 2 (dua); dan 

m. penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-

Undangan lalu lintas dan angkutan jalan, dengan nilai 2 
(dua). 

 

Pasal 7  

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 
b dengan rincian nilai sebagai berikut: 

a. sumber daya manusia, dengan nilai 4 (empat); 

b. penerimaan negara bukan pajak, dengan nilai 4 (empat); 
c. anggaran, dengan nilai 4 (empat); 

d. nilai barang milik negara/aset, dengan nilai 4 (empat); dan 

e. penghargaan (reward) yang diperoleh, dengan nilai 4 
(empat). 

 

Pasal 8  

Tata cara penghitungan nilai untuk setiap unsur dari kriteria 
klasifikasi Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini. 

 

BAB III  
PENETAPAN KLASIFIKASI BALAI PENGELOLA 

TRANSPORTASI DARAT  

 
Pasal 9  

Penetapan klasifikasi Balai Pengelola Transportasi Darat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan 

berdasarkan jumlah nilai bobot yang diperoleh pada Balai 
Pengelola Transportasi Darat yang bersangkutan. 

 

Pasal 10  
Klasifikasi Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas: 

a. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I; 
b. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II; dan 

c. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III. 

 
Pasal 11  

Jumlah nilai bobot penilaian untuk masing-masing klasifikasi 

Balai Pengelola Transportasi Darat, ditetapkan sebagai berikut: 

a. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I, nilai sama 
dengan atau lebih besar dari 45 (empat puluh lima); 

b. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II, nilai sama 
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dengan atau lebih besar dari 22,51 (dua puluh dua koma 
lima puluh satu) hingga kurang dari atau sama dengan 

44,99 (empat puluh empat koma sembilan puluh 

sembilan); dan 
c. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III, nilai kurang 

dari atau sama dengan 22,50 (dua puluh dua koma lima 

puluh). 
 

Pasal 12  

Dalam penilaian penetapan klasifikasi Balai Pengelola 
Transportasi Darat dapat mempertimbangkan wilayah kerja 

yang berbatasan dengan negara lain, aspek politis, aspek 

ekonomis, aspek sosial, letak geografis, dan/atau 
pertimbangan program kebijakan pemerintah. 

 

Pasal 13  

Penetapan klasifikasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 
I, selain penilaian terhadap unsur pokok sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 dan unsur penunjang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7, juga memperhatikan ketentuan yang 
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang aparatur negara. 

 
Pasal 14  

Kriteria klasifikasi Organisasi Balai Pengelola Transportasi 

Darat ditinjau dan dievaluasi kembali dalam waktu paling lama 
4 (empat) tahun. 

 

BAB IV  

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 15  

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 

                                                                      pada tanggal 20 Februari 2023 
 

 MENTERI PERHUBUNGAN  

  REPUBLIK INDONESIA, 
                                       

 ttd. 

 
     BUDI KARYA SUMADI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 24 Februari 2023 
 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,         
       

  ttd. 

 
YASONNA H. LAOLY 
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